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Lembaran Daersh Kota Mojokerto

Juru Nomor : 32
Tahun 2001 '
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KEPUTUSAN WALIKOTA MOJORKERTO
NOMOR 32 TAHUN 2001
TENTANG
PENJABARAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PEMBERDAY AAN MASYARARAT
KOTA MOJOKERTO
WALIKOTA MOIJOKERTQ
Menimbang - bahwa berdasarkan pasal 6 Peraturan Daeral Kota Mojokerto Nomaor 3
Talun 2001 tcntang Pembeniukan Lembaga Teknis Daerah maka
dipandang perlu menetapkan Peajabaran Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota ankcno dalam Keputusan
Walikota Mojokerto.
NMengiogat 1. Undang-Undang Nomoar 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah

Kota Kecil dalam  Lingkungan  Propinsi Jawa  Timur/Jawa
Tengah/Tawa Barat, '

b

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Talunl1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839,

3, Undang-undang Nomor 235 Tahun 1999 .tentahg Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848},

4, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan
Ratas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat [T Mojokerto (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomuor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3242y,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 fentang Kewenangan
Pemerintah dan Kowenangan Propinsi sebagai Dacrah Otonomi
{Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 39352);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tabhun 2000 lentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
165Y;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Dacrah Nomor 50
Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2001 teniang
Pembentukan Lembaga Teknis Daerah,

MEMUTUSE AN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN
URAIAN TUGAS DAN  FUNGSL BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO




jE AD 1
KETENTUAN UMUM
Pasgal 1
Datam Keputusan inf yang dimaksud dengan:

a. Kola, adalah Kota Mojokerto,
b Pemerintah Kota, adalah Pemerintaly Kota Mojokerio;
c. Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
d. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Dacrah Kota Mojokerio;
¢. Badan Pemberdayaan Masyarakat, adalah Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Mojokerto;
. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Mojokerto,
BAB I
SUSUNAN ORGANISAST
Pasal 2

Susunan Ovganisasi Badan Pemberdayaan Masyarakar Kota Mejokerto
terdir] atas:

(1

o

a. Kepala;

b. Sckretariat; _

¢.  Bidang Ketahanan Masyarakat;

d. Bidang Sosial Budaya Masyarakat,

¢. Bidang Usaha Ekononu dan Pemanfaavan Teknologi Tepat Guna
(TTG).

(2) Sckrotariat dan Bulang scbagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh scorang Sckrefariy dan Kepala Bidang vang
berada di basvah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

(3) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah
sehapaunana tereantum dajam tampiran dan merupakan bagian vang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 3
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, umum,
kepegawatan, keuangan, perlengkapan, pemetiharaan kantor, perencanaan
rrogram, penyusunan laporan, mengkoordinasikan penyusunan rancangan

dan Peraturon Perundang-undangan serta melaksanakan {ugas lain vang
Jdiberikan oleh Kepala Badan sesuat dengan bidang lugasnva,

Pasal 4

Untuk menvelenggarakan fugas schagaimana dinaksud pada Pasal 2,
Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan  pengelolaan  surat menyural, pengetikan  dan tala
kearsipan;

b, Pelayanan administrasi kepada Kepala Badan serta bidang-bidang di
lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat;

¢ Pengelolaan tata usaha kepegawaian,
d. Pengelolaan tata usaha kevangan;
¢. Pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga dan pemehharaan

kantor;



é

f Pengkoordinasian penyusunan rancangan program, penyusunan
laporan serta persiapan naskalh Peraturan Perundang-undangan di
bidang Pemberdayaan Masyarakat,

Pasal 5
(1) Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum,
F. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
¢. Sub Bagian Keuangan,

. . . B .. . . . -
(2) Masing-masing Sub Bagiar: dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bagian
vang berada dibawah dan bertangaung jawab kepada Sckretaris.

Pasal 6
Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas;

a. Melaksanakan pengelolaan urusan  surat  menyurat, pengetikan,
penggandaan dan tata usaha kearsipan;

b. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perjalanan dinas dan

lesejaliteraan pegawai;

Melaksanakan urusan rumah (angga, perlengkapan dan pemeliharaan

kantor;

d. Melaksanakan tupas-tugas lain yang diberikan oleh Sckretaris sesuni
dengan bidang tugastya. a

[

Pasal 7
Sub Bagian Penyusunan Programn dan Pelaporan mempunyat tugas:

a. Menghimpun daia dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan
program kerja dan rencana kegiatan kerja;

b. Menyiapkan bahan penyusunan Peraturan Perundang-undangan di
bidang Pemberdayaan Masyarakat,

c¢. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencimaan  program
pengembangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat,

d. Mengolah dan menyusun serta menyiapkan laporan kegiatan program

Pemberdayaan Masyarakat;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuat

dengan hidang tugasnya.

Pasal 8
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

2. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan
anggaran Keuangan,

b, Melakukan pengelolaan heuangan termasuk pembayaran gaji peginwal;

¢. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pclaksanaan pengelolaan
kewangan;

Jdo Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sckielarts sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

{1) Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai  tugas  melaksanakan
rebijakan di bidang ketahanan masyarakat yang meliputi peningkatan
peranan  kelembagaan masyarakat, pengembangan sumber dava
manusia, ketatalaksanaan, pengembangan dan  penyelenggaraan
Pemerintahan  Keluraban  serta pembinaan  pendapatan  kekayaan
Kelurahan; '



(2) Untuk menyelenggarakan lugas scbagaimana dimaksud pada ayal (1)
pasal ini, bidang K etahanan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program
peningkatan peranan kelembagaan masyarakat;

b. Pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiaton
lembaga ketahanan masyarakat serta pengembangan sumber daya
manusia;

¢. Pembinasn dan bimbingan pelaksanaan fatalaksana masyarakat dan
mengadakan evaluasi perkembangan masyarakat;

d. Penyusunan  program  pengembangan  manajemen bidang
pembangunan masyarakat.

Pasal 10
(1) Didang Ketahanan Masyarakat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang vainu:

a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c.  Sub Bidang Ketatalaksanaan.

(2} Masing-masing Sub Bidyng dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang
yang berada di bawah can bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Ketahanan Masyarakat. '

Pagal 11
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. Menytapkan bakan dalam rangka pembinaan dan peningkatan terhadap
[embaga ketahanan masvarakat;

h. Melakukan bimoingan terhadap lembaga ketahanan masyarakat guna
mewujudkan keferpaduan, keserasian dan keberhasilan pembangunan;

¢. Melaksanakann  pembinaan  terhadap  lembaga  kelurahan  dan
pengembangan kelurahan dalam rangka pelaksanaan sebagian fugas
bidang ketalianan magyarakal; '

d. Melaksanakan tugas-tugas fain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Ketahanan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai
gas:

a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana Kegiatan
pengembangan SDM,

b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengembangan SDM;

c. Meiaksanakan usaha peningkatan  SDM  dan  mengembanpkan
perpustakoan Kelurahan,

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Ketahanan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya,

Pasal 13
Sub Bidang Ketatalaksanaan mempunyai tugas:

2. Memberikan bimbingan dzlam rangka pengembangan tatalaksana
masyarakat;

b.. Menyiapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis
pengembangan sistern  perencanaan pembangunan  Kelurahan  dan
Kecamatan;



. Melakukan cvaluasi terhadap perkembangan tatalaksana masyarakat:
d. Melaksanakan tugas-lugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Retahianan Masyarakat sesuni dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Bidang Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan
kebijakan dibidang sosial budaya magyarakat yang melipuli motivasi
dan  swadava gotong-royong, peningkatan  dan  pemberdayaan
perempuan, anak dan remaia serta tradisi dan budaya masyarakat;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1)
pasal ini, bidang Sosiat Budaya Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan pengolahan data, motivasi dan swadaya gotong-
royong;

b. Pembinaan dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan anak
dan remaja seria pesnberdayvaan perempuan; L

c¢. Pembinaan dan penungkatan tradisi dan budaya masyarakat,

Pasal 15

{1y Bidang Sosial Fludaya Masyarakal terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang
vaitu:

a. Sub Bidang Metivasi dan Swadaya Golong Royong,

b. Sub Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan
Remajag ' :

¢. Sub Bidang Tradisi dan Budasya Masyarakat.

(2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala B'dang
Sosial Budaya Masyacakat.

Pasal 16
Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan dalam rangka memberikan bimbingan dan motivasi
guna meningkatkan kesadaran dan tanggung _iawdb masyarakat datam
pembangunan;

b, Memberikan bimbingan dan motivasi guna memngkatkan ‘,Lm.qu[
swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;

¢, Menviapkan bahan dalam rangka pembinaan teknis Keturahan migkin,
padat penduduk, kumuly terbelakang dan rawan bencana alam melalui
program pengembangan kawasan terpadu;

. Melaksanakan (ugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sosial Budava Masvarakat scsuai devpan Gidang tugasnya. -

Pasal 17

Sub Bidang Peningkatan dan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan
Remaja mempunyaij tugas:

a. Menyiapkan bahan dalam rangka membertkan petunjuk tentang usaha-
usaha peningkatan kesejahteraan keluarga;

b. Mclaksanakan usaha peningkatan pemberdayaan perempuan, anak dan
remaja;

¢, Meclaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala fidang
Sosial Budaya Masyarakat susual dengan bidang tugasnya.



Pasal 18

Sub Bidang Tradisi dan Budaya Masyarakat mempunyai tugas:

a,

by,
C.

Menyiapkan bahan dalam rangka memberikan petunjuk teknis tentang
peningkatan iradisi dan budaya masyvarakat;

Memberikan bimbingan pelaksanaan pertombaan Kelurahan;
Melakukan evahuasi terhadap perkembangan pemahaman masyarakat
akan tradisi dan budaya;

Melaksanakan fugas-tugas lain yang diberiken oleh Kepala Bidang
Sosial Budaya Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya,

Fasai 19

(1) Bidang Usaba Ekonomi dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

(TTGY mempunyar fugas melaksanakan kebijakan di bidang TUisaha
Ekonomi Masyarakat yang meliputi bantuan pembangunan, baik yang
berasal dari pusat maupun daerah, pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan,  peningkatan  produksi  dan  usaha  perkreditan,
pendavagunaan tenaga kerja dan sekior informal, pengembangan
Sumber Daya Alam dan lingkungan serta pendayagunaan TTG yang
meliputi pendataan, ckonomi, pemasyarakatan dan bantuan TTG;

(2) Untuk menyelenggarakan tgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini, bidang Usaha Ekonomi dan Pemanfaatan TTG memgunyai
fungsi:

a. Penyusunan program dan pemberian bimbingan teknis pel: 1ks1naan
serta evaluasi bantian pembangunan;

b, Pepyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan,
perkreditan, produksi dan pemasaran dan peran serta masvarakat

galam usaha ekoiomiy

¢. Pengumpulan  dan analisa data serta penyusunan program
pengembangan prasarana Melurahan sertn pemanfataan Sumber
Dayu Alam;

d. Pengumpulan data, pemantauan dan evaluas pelaksanaan program
pendavagunaan T1G;

¢. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan program kerjasama dan
pengkajian TTG dalam rangka memasyarakatkan dan memberikan
bantuan TTG.

Pasal 20

{1) Bidang Usaha Ekonomi dan Pemantaatan Teknologi Tepat Guna

terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang vairu:

a. Sub Bidang Perkreditan, Produksi dan Pemasaran;

b. Sub Bidang Banman Pembangunan, Ekonomi Keluarga dan
Masyarakat,

¢. Sub Bidang Kajian dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

(2} Masing-masing Sub Bldang di pimpin oleh scorang Kepala Sub

Ridang yang berada di diwah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Usaha Ekonomi;dan Pemenfaatan TTG.



Pasal 21

Sub Bidang Perkreditan, Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas:

i,

(3

Menyusun program dan  memberikan  petunjuk  pelaksanaan
pengembangan sektor informal dan pendayagunaan Sumber Daya
Alam;

Menyusun pedoman dan melakukan pembinaan usaha pengembangan
di bidang perkreditan, produksi dan pemasaran;

Melakukan pembinaan dan bimbiugan pelaksanaan kerjasama dan
peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Usaha Tkonomi dan Pemanfaatan TTG  sesuai dengan  bidang
tugasnva.

TPasal 22

Sub Bidang Bantuan Pembangunan, Ekonomi Keluarga dan Masyarakal
mempunyit gas:

.

b

()

d.

Mergviusun program dan memberikan petunjuk teknis pe].‘ll\mlnd.m serta
evalnasi bantuan pembangunan;

Menyiapkan bahan pembinaan dan menyusun laporan pelaksanaan
bantuan pembangunan;

Memberikan motivasi untuk menumbuhkembangkan usaha ckonomi
keluarga dan masyarakat;

Melaksanakan tugas-tupas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Usaha Lkonomi dan Pemanfaatan TTG sesuai dengan bidang
fugasnya.

Pasal 23

Sub RBideng Kajian dan Pemanfaatan Teknotogi Tepat Guna (TTG)
memounyy ugas:

d.

{1

(2

—

)

Mengadakan  pemantavan,  pendataan  dan  evaluasi  pelahsanaan
program serty pendayagunaan 171G,

Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis pelaksanaan program
kerjasama dan pengkajian TTG;

Memberikan  bimbingan  dan  petunjuk  teknis  dalam  rangka
mernasyarakathan TTG:

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Usaha Ikonomi dan Pemanfastan TTG sesuai dengan bidang
fugasnya.

BAB I
HUBUNGAN KERIA
' Pasal 24

Setiap pimpinan unit kerja dalam Lingkungan Badan Pemberdayaan
Masyarakat wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan Badan maupun antar unit kerja sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing;

Setiap pimpinan uait kerja dalam lingkungan Badan Pemberdayaan
Masyarakat bertanggurg jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahanaya  scrta memberikan  bimbingan  dan petunjuk
pelaksanaannya, '



BAB IV
Kji'l‘EN"l'UAN PENUTUP
Pasal 25
Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebil lanjut oleh Walikota.
Pasal 26
Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  seltap  orung  mengetalwinya, memerintahkan  pengundangan
Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah
Kota Mojokerto,

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Juni 2001
" WALIKOTA MOJOKERTO
ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.
Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Jumu 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
' fid.

SUTARNO,SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010072 183

LEMBARAN DAERAH KQTA MOJOKERTO
TAHUN 2001 NOMOR 32




LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 3z TAHMH 2081
TANGGAL @ 2%  Jumi 2081
BAGAN SUSUNAN ORGANISASH
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
.
KEPALA
SEXRETARIAT
{
I
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN | | PENYUSUNAN PROGR.
UKHUH DAN PELAPORAN KEUANGAN
BIDAMG BIDANG BIDANG
KETAHANAN SOSTAL BUDAYA USAHA EXONOMI DAN
MASYARAKAT MASY ARAKAT PEMANE AAT AN
TEKNOLOGT TEPAT
] GUNA
— | e
SUBE BIDANG SUB BIDANG
Ll KELEMBAGAAN A HOTIVAST & SWADA-
HASYARAK AT YA GOTDHG ROYONG SUB BIDANG
—| PERKREDITAN, FRO-
DUKST & PEMASARAN
SUB STDANG SUB BIDANG
A PENGEMBANGAN PENINGKATAN DAN
S DKM 1 PEMBERDAYAAN SUB BIDANG
PEREMPUAN, ANAK — BANTUAN PEMBANG-
DAN REMAJA UNAN, EKONOMT
- KELUARGA DAN
SUB BIDANG MASYARAKAT
KETATALAKSANAAN SUB_ BIDANG
] TRADISI DAN QU -
DAYA HASYARAKAT SUB BIDANG

L

KAJTAN DAN PEMAN-
FAATAN TEKHOLOGI
TEPAT GUHA

WALIKOTA MOJOKERTO

ttcd




